BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1. Kinerja
2.1.1. Pengertian Kinerja
Gibson, Ivancevich dan Donnelly (1997) menyatakan kinerja adalah keberhasilan melaksanakan tugas dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Wittaker (1997) mengatakan bahwa kinerja merupakan alat ukur manajemen yang digunakan untuk menilai tingkat pertanggungjawaban seseorang dalam melaksanakan tugasnya.
Foster dan Seeker (2001) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Nawawi (2004) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik/ material maupun non fisik/ non material. Menurut Simanjutak (2005) kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Simanjuntak juga mengartikan kinerja individu sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.
Mangkunegara (2007) bahwa isitilah kinerja dari kata kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Lebih lanjut Mangkunegara (2007) menyatakan bahwa pada umumnya kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi.
Moeheriono (2010) mengatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. 
Pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelola dana BOK adalah hasil kerja seorang pengelola dana BOK yang dinilai dari kuantitas kerja, kualitas kerja, ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaaan, efektifitas dan efisiensi kerja serta kemandirian dalam bekerja yang dilakukan dengan kualitas sumber daya yang dimiliki dan dukungan yang diberikan sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing dalam mengelola dana BOK untuk mencapai tujuan kebijakan BOK secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.
2.1.2. Penilaian Kinerja
Hodgetts dan Kuratko (1988) mengatakan dimensi untuk melakukan penilaian kinerja antara lain ; (1) Kuantitas pekerjaan (quantity of work) adalah jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan; (2) Kualitas pekerjaan (quality of work) yaitu kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat- syarat kesesuaian dan kesiapan yang mencakup akurasi kualitas pekerjaan kemampuan untuk mengkoordinir, kemampuan untuk menganalisa, dan kemampuan untuk mengevaluasi; (3) Pengetahuan kerja (job knowledge) kejelasan pemahaman atau luasnya pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaan dan  ketrampilan; (4) Kreativitas(creativeness) adalah keaslian gagasan – gagasan yang dimunculkan dan tindakan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul, (5) Kerja sama (coorperation) adalah kesedian pegawai untuk melakukan kerjasama dengan orang lain atau sesama teman; (6) Kemandirian (dependability) adalah kesadaran yang dapat dipercaya dalam kehadiran, kesungguhan, kebersamaan dalam penyelesaian pekerjaan; (7) Inisiatif (initiative) adalah semangat untuk melakukan tugas – tugas baru dan dalam memperbesar tanggung jawabannya; dan (8) Kualitas pribadi (personal qualities) adalah menyangkut kepribadian, keramahan, kepemimpinan dan integrasi pribadi.
Sastrohadiwiryo (2001) mengatakan bahwa penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan kinerja dengan uraian diskripsi dalam suatu periode tertentu. Unsur-unsur yang perlu dalam proses penilaian kinerja antara lain ;  (1) Kesetiaan adalah tekad dan kesanggupan mentaati melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, (2) Prestasi kerja adalah kinerja yang dicapai oleh tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya, (3) Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang tenaga kerja dalam menyelenggarakan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani memikul resiko atas keputusan yang telah diambilnya atau tindakan yang dilakukannya, (4) Ketaatan adalah kesanggupan seorang tenaga kerja untuk mentaati segala ketetapan, perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, (5) Kejujuran adalah ketulusan hati seorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan serta kemampuan untuk tidak menyalahkangunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya, (6) Kerjasama adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk bekerja bersamasama dengan orang lain  dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan, (7) Prakarsa adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dan bimbingan dari manajemen, dan (8) Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimilki seorang tenaga kerja untuk menyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimum untuk melaksanakan tugas pokok.
Mathis dan Jackson  (2002) mengatakan bahwa penilaian kinerja dapat menjadi sumber informasi utama dan umpan balik untuk pegawai, yang merupakan kunci pengembangan bagi pegawai di masa mendatang. Di saat atasan mengidentifikasi kelemahan, potensi dan kebutuhan pelatihan melalui umpan balik penilaian kinerja, mereka dapat memberitahukan pegawai mengenai kemajuan pegawai tersebut, mendiskusikan keterampilan apa yang perlu mereka kembangkan dan melaksanakan perencanaan pengembangan. Sedangkan menurut Dessler (2007) mengatakan penilaian kinerja  (performance appraisal)  pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi yang efektif dan efisien. Pegawai menginginkan dan memerlukan umpan balik berkenaan dengan prestasi karyawan tersebut dan penilaian menyediakan kesempatan untuk memberikan kesempatan untuk meninjau kemajuan pegawai, dan untuk menyusun rencana peningkatan kinerja. 
Dessler (2007) ada lima faktor dalam penilaian kinerja yang popular antara lain ; (1) Prestasi pekerjaan, meliputi : akurasi, ketelitian, keterampilan, dan penerimaan keluaran, (2) Kuantitas pekerjaan, meliput : volume keluaran dan kontribusi, (3) Kepemimpinan yang diperlukan, meliputi : mmebutuhkan saran, arahan atau perbaikan, (4) Kedisplinan, meliputi : kehadiran, sanksi, warkat, regulasi, dapat dipercaya/ diandalkan dan ketepatan waktu, (5) Komunikasi, meliputi : hubungan antar pegawai maupun dengan pimpinan, media komunikasi.
Sedarmayanti (2007) mangatakan tujuan dari penilaian kinerja antara lain ; (1) Untuk mengetahui keterampilan dan kemampuan pegawai, (2)  Sebagai dasar perencanaan bidang kepegawaian khusunya penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja, (3) Sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan pegawai seoptimal mungkin, sehingga dapat diarahkan jenjang/ rencana karirnya, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan, (4)  Mendorong terciptanya hubungan timbal baik yang sehat antara atasan dan bawahan, (5)  Mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang kepegawaian khususnya kinerja pegawai dalam bekerja, (6)  Secara pribadi, pegawai mengetahui kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat memacu perkembangannya. Bagi atasan yang menilai akan lebih memperhatikan dan mengenal bawahan dan pegawainya, sehingga dapat lebih memotivasi pegawai, dan (7) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan di bidang kepegawaian.
Penilaian kinerja pengelola BOK Puskesmas adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk menilai kuantitas kerja; kualitas kerja; ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan; efektifitas dan efisiensi kerja; dan kemandirian kerja yang dilakukan oleh seorang pengelola dana BOK Puskesmas dengan kemampuan; usaha dan dukungan yang diberikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan kebijakan BOK.
2.1.3. Pengukuran Kinerja
Whittaker (1997) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Sedangkan Robertson, Timothy dan Louwers (2002) menyatakan pengukuran kinerja (Performance Measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. 
Sedarmayanti (2007) mengatakan instrumen pengukuran kinerja merupakan alat yang dipakai dalam mengukur kinerja individu seorang pegawai antara lain ; (1) Prestasi Kerja, hasil kerja pegawai dalam menjalankan tugas, baik secara kualitas maupun kuantitas kerja, (2) Keahlian, tingkat kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Keahlian ini bisa dalam bentuk kerjasama, komunikasi, insentif, dan lain-lain, (3) Perilaku, sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengertian perilaku disini juga mencakup kejujuran, tanggung jawab dan disiplin, dan (4) Kepemimpinan, merupakan aspek kemampuan manajerial dan seni dalam memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara tepat dan cepat, termasuk pengambilan keputusan, dan penentuan prioritas. Pengukuran kinerja BOK dilakukan dengan menilai hasil kemajuan cakupan realisasi dana yang dipublikasikan dan cakupan program indikator MDGs.
2.1.4. Evaluasi Kinerja
Robbins (2000) menyatakan bahwa yang mungkin dapat melakukan evaluasi kinerja antara lain ; (1) Atasan langsung (immediate superior, (2) Rekan kerja (peers), (3) Evaluasi diri (self evaluation), dan  (4) Bawahan langsung (immediate subordinates). 
Evaluasi kinerja pengelola BOK Puskesmas dilakukan oleh tim pengelola program dengan menggunakan perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, dan kinerja nyata dengan kinerja tahun – tahun sebelumnya untuk dilakuakan evaluasi agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.
2.1.5. Faktor yang mempengaruhi Kinerja
Castetter (1981) menyatakan bahwa sumber utama yang mempengaruhi kinerja individu berasal dari antara lain; (1) Sumber individu itu sendiri antara lain : kelemahan intelektual, kelemahan psikologis, kelemahan fisikologis, demotivasi, faktor personalitas, keusangan atau ketuaan, preparasi posisi, disoreiantasi nilai; (2) Sumber dari tempat kerja antara lain sistim organisasi, peranan organisasi, kelompok- kelompok dalam organisasi, perilaku yang berhubungan dengan pengawasan, budaya organisasi; dan (3) Sumber lingkungan eksternal antara lain  keluarga, kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi hukum, nilai- nilai sosial, pasar kerja, perubahan teknologi, perkumpulan – perkumpulan organisasi, peranan organisasi, kelompok- kelompok dalam organisasi, perilaku yang berhubungan dengan pengawasan.
Steers dan Porter (1987) mengatakan bahwa kinerja dipengaruhi oleh motif- motif individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Donnelly, Gibson dan Ivancevich (1997) kinerja individual pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor antara lain : kemampuan;  keinginan;  dan lingkungan. Sedangkan menurut Flippo (2000)  faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah motivasi kerja, kepuasan kerja, gaya kepemimpinan, iklim kerja, dukungan organisasi, disiplin kerja, motivasi dan kemampuan  karyawan. 
Simanjutak (2005) mengatakan kinerja individu dipengaruhi faktor – faktor antara lain ; (1) Kualitas dan kemampuan pegawai. yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan/ pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, sikap mental, dan kondisi fisik pegawai; (2) Sarana pendukung, yaitu hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja (keselamatan kerja, kesehatan kerja, sarana produksi, teknologi) dan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai (upah/ gaji, jaminan sosial, keamanan kerja) ; (3) Supra sarana, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan pemerintah dan hubungan industrial manajemen.
Mathis dan Jackson (2006) menyatakan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi kinerja (Performanced) individu antara lain; (1) Kemampuan (ability) dinilai dari bakat, minat, inovasi, faktor keperibadian; (2) Usaha (effort) dinilai dari motivasi, etika kerja, kehadiran, rancangan tugas; (3) Dukungan (support) dinilai dari pelatihan dan pengembangan, alat dan teknologi, standar kerja, manajemen dan rekan  kerja.
Sedarmayanti (2007) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu antara lain ; (1) Sikap dan mental (motivasi kerja, disiplin kerja, dan etika kerja), (2) Pendidikan, (3) Keterampilan, (4) Manajemen kepemimpinan, (5) Tingkat penghasilan, (6) Gaji dan kesehatan, (7) Jaminan social, (8) Iklim kerja, (9) Sarana dan prasarana, (10) Teknologi, dan (11) Kesempatan berprestasi.
2.2.  Kualitas Sumber Daya Manusia
2.2.1. Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia
Tilaar (1999)  mengatakan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang unggul, sadar akan identitasnya, serta sadar akan wawasan nusantara. Sedangkan menurut Azra (1999) yang dimaksud dengan sumber daya manusia yang berkualitas adalah manusia yang memiliki kualitas seimbang, beriman, berilmu (beriptek) dan beramal, cakap baik secara lahiriyah maupun batiniah.
Raharjo (1999) mengatakan kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh aspek ketrampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja akan tetapi ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya; pengalaman atau kematangannya; dan sikapnya serta nilai - nilai yang dimiliki dan aspek biologi juga memiliki peran dan memiliki arti penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. 
Mathis dan Jackson (2006) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah rancangan sistim – sistim formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Hasibuan (2008) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu.
Matutina, (2001) mengatakan kualitas kerja mengacu pada kualitas sumber daya manusia dan kualitas sumber daya manusia mengacu hal antara lain; (1) Pengetahuan (Knowledge) yaitu kemampuan yang dimiliki karyawan yang lebih berorientasi pada intelejensi dan daya fikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki karyawan, (2) Keterampilan (Skill), kemampuan dan penguasaan teknis operasional di bidang tertentu yang dimiliki karyawan, (3) Abilities yaitu kemampuan yang terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki seorang karyawan yang mencakup loyalitas, kedisiplinan, kerjasama dan tanggung jawab.
[bookmark: _GoBack]Hasibuan (2002) seleksi kualitas sumber daya manusia individu dalam bekerja antara lain ; (1) Umur. Umur harus mendapat perhatian karena mempengaruhi kondisi fisik, mental, kemampuan kerja dan tanggung jawab seseorang, (2) Keahlian. Keahlian akan menentukan mampu tidaknya seseorang menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, (3) Kesehatan fisik. Kesehatan fisik sangat penting untuk dapat menduduki suatu jabatan. Tidak mungkin seseorang dapat menyelesaikan tugas-tugas nya dengan baik jika sering sakit, (4) Pendidikan. Pendidikan merupakan suatu indikator yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan, (5) Jenis kelamin. Jenis kelamin harus diperhatikan berdasarkan sifat pekerjaan, waktu mengerjakan dan peraturan perburuhan, (6) Tampang. Tampang adalah keseluruhan penampilan dan kerapian diri seseorang yang tampak diluar, (7) Bakat. Bakat perlu mendapat perhatian, karena orang yang berbakat lebih cepat berkembang dan mudah menangkap pengarahan yang diberikan, (8) Temperamen. Temperamen adalah pembawaan seseorang yang sulit dipengaruhi oleh lingkungan dan melekat pada dirinya, (9) Karakter. Karakter merupakan sifat pembawaan seseorang  yang dapat diubah dengan lingkungan atau pendidikan, (10) Pengalaman kerja. Orang yang berpengalaman merupakan calon karyawan yang telah siap pakai, (11) Kerjasama. Kerjasama harus diperhatikan dalam proses seleksi, karena kesediaan kerjasama, baik vertikal maupun horizontal merupakan kunci keberhasilan perusahaan, asalkan kerjasama itu sifatnya positif serta berasaskan kemampuan, (12) Kejujuran. Kejujuran merupakan kunci untuk mendelegasikan tugas kepada seseorang, (13) Kedisiplinan. Kedisiplinan perlu diperhatikan dalam proses seleksi, karena untuk dapat menyelesaikan tugas dengan baik, seseorang harus disiplin, baik pada dirinya sendiri maupun pada peraturan perusahaan, dan (14) Inisiatif dan kreatif. Inisiatif dan kreativitas dapat membuat seseorang mandiri dalam menyelesaikan pekerjaannya.
Notoatmodjo (2003) mengatakan kualitas  sumber daya manusia adalah   kualitas sumber daya manusia adalah menyangkut dua aspek yaitu aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir dan keterampilan. Untuk meningkatkan kualitas fisik dapat diupayakan melalui program-program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas atau kemampuankemampuan non fisik dapat diupayakan melalui pendidikan dan pelatihan. Upaya inilah yang disebut dengan pengembangan sumber daya manusia.
Definisi para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang meliputi kemampuan fisik; kemampuan intelektual; dan kemampuan spiritual yang didukung oleh sikap dan perilaku dalam rancangan sisitim -sistim formal untuk melakukan pekerjaan  mencapai  hasil kerja maksimal.
2.2.2. Faktor  yang mempengaruhi Kualitas Sumber Daya Manusia
Harahap (1997) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia yang berkualitas antara lain; (1) Memiliki iman dan taqwa serta morolitas yang baik, (2) Memiliki tanggung jawab pribadi dan sikap jujur, (3) Memiliki fisik atau jasmani yang sehat, (4) Menghargai ketepatan waktu, (5) Memiliki etos kerja yang tinggi, (6) Memilki visi yang jelas mengenai masa depannya, dan (7) Menghargai dan memilki ilmu pengetahuan.
Danim (2004) mengatakan sumber daya manusia yang berkualitas di pengaruhi oleh faktor antara lain; (1) Memiliki kualitas fisik dan kesehatan meliputi: memiliki kesehatan yang baik serta kesegaran jasmani, memiliki postur tubuh yang baik, dan memiliki tingkat kehidupan yang layak dan manusiawi; (2) Memiliki kualitas intelektual (pengetahuan dan ketrampilan)  meliputi : memiliki kemampuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, memiliki tingkat ragam dan kualitas pendidikan serta keterampilan yang relevan dengan memperhatikan dinamika lapangan kerja, memiliki penguasaan bahasa, dan memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan tuntutan industrialisasi; (3) Memiliki kualitas spiritual meliputi : taat menjalankan agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa, memiliki semangat yang tinggi dan kejuangan yang tangguh baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat , memiliki kejujuran yang dilandasi kesamaan antara pikiran, perkataan dan perbuatan serta tangung jawab, memiliki kesadaran disiplin yang tinggi sebagai suatu budaya yang senantiasa ingin maju, memiliki semangat kompetisi yang tinggi dengan meningkatkan motivasi, etos kerja dan produktivitas demi pembangunan, memiliki semangat berwiraswasta dan kemandirian, berjiwa besar dan berpikir positif dalam setiap menghadapi permasalahan bermasyarakat, memiliki sifat keterbukaan yang dilandasi sara tanggung jawab bagi kepentingan umum, dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi.
2.2.3. Karakteristik  Kualitas Fisik Sumber daya Manusia
2.2.3.1. Umur
Nitisemito (2000)  mengatakan bahwa pegawai yang memiliki umur lebih muda cenderung mempunyai fisik yang kuat, sehingga diharapkan dapat bekerja keras namun kurang disiplin, kurang bertanggungjawab dan sering berpindah-pindah pekerjaan dibandingkan pegawai yang lebih tua. Sedangkan Nursalam (2001) mengatakan bahwa umur adalah rentang kehidupan yang diukur dengan tahun, dikatakan masa awal dewasa adalah usia 18 tahun sampai 40 tahun, dewasa Madya adalah 41 sampai 60 tahun, dewasa lanjut >60 tahun atau umur adalah lamanya hidup dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan. Robbins (2003) semakin tua umur pegawai, makin tinggi komitmennya terhadap organisasi,  hal ini disebabkan karena kesempatan individu untuk mendapatkan pekerjaan lain menjadi lebih terbatas sejalan dengan meningkatnya usia.
Danim (2004) mengatakan salah satu ciri sumber daya manusia yang berkualitas adalah memiliki umur dan jasmani yang sehat yang mendukung pekerjaan yang dilakukan. Dyne dan Graham (2005) menyatakan bahwa pegawai yang berusia lebih tua cenderung lebih mempunyai rasa keterikatan atau komitmen pada organisasi dibandingkan dengan yang berusia muda sehingga meningkatkan loyalitas mereka pada organisasi. 
Pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa umur adalah Lama hidup seseorang sejak dilahirkan sampai dengan saat ini yang masih produktif untuk bekerja dengan fisik yang kuat dan sehat untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan. Umur pengelola BOK bervariasi, didasarkan pada saat diangkat menjadi pegawai. Pengelola yang berada pada usia < 20 tahun biasanya masih beusia muda, memiliki fisik yang kuat namun belum memiliki pengalaman dalam bekerja dan kurang disiplin, pengelola yang berusia 21- 46 tahun biasanya merupakan usia produktif yang memiliki motivasi kerja yang tinggi dan komitmen dan disiplin kerja yang baik pada pekerjaan yang dilakukan sedangkan yang berusia > 46 tahun biasanya didominasi oleh pegawai yang telah memiliki banyak pengalaman kerja dan memiliki loyalitas kerja terhadap pekerjaannya namun memiliki fisik yang lemah (masa keuasangan).
2.2.3.2. Pendapatan
Steers dan Porter (1996) mengatakan bahwa ada hubungan positif dan negatif dengan pendapatan yang diterima, jika pendapatan yang diterima tidak layak dan tidak adil memicu keinginan karyawan untuk tidak komitmen dalam bekerja dan menginginkan keluar dari organisasi, sebab kebutuhan yang seharusnya terpenuhi tidak diberikan oleh lembaga namun sebaliknya jika pendapatan yang diterima layak akan menjadi penghambat karyawan untuk keluar dari perusahaan dan menciptakan rasa komitmen tinggi kepada organisasi. 
Robbins (2003) mengatakan bahwa komitmen kerja karyawan baik apabila organisasi mampu memenuhi kebutuhannya dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan Danim (2004) mengatakan salah satu ciri sumber daya manusia yang berkualitas adalah memiliki tingkat pendapatan yang layak dan manusiawi. 
Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh seorang pengelola dana BOK yang mempengaruhi pekerjaannya selama satu tahun anggaran mengelola dana BOK. Pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam bekerja meskipun pendapatan bukan merupakan satu-satunya kebutuhan sebagai penentu meningkatnya kinerja seseorang namun kenyataannya pendapatan dalam melakukan kerja masih tetap menjadi fokus perhatian. Pendapatan yang diperoleh seorang pengelola dana BOK adalah berasal dari honorarium dan pendapatan lain hasil melakukan kegiatan yang dibiayai oleh dana BOK.
2.2.4. Karakteristik  Kualitas Intelektual Sumber daya Manusia
2.2.4.1.  Lama Kerja
Raharjo (1999) mengatakan kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh aspek ketrampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja akan tetapi ditentukan juga oleh pengalaman atau kematangannya dalam melakukan pekerjaan. Kreitner dan Kinicki (2004) menyatakan bahwa masa kerja yang lama akan cenderung membuat seorang pegawai lebih merasa betah dalam suatu organisasi, hal ini disebabkan diantaranya karena telah beradaptasi dengan lingkungannya yang cukup lama sehingga seorang pegawai akan merasa nyaman dengan pekerjaannya. Siagian (2008) menyatakan bahwa lama kerja menunjukkan berapa lama seseorang bekerja pada masing-masing pekerjaan atau jabatan.
Pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa lama kerja adalah pengalaman kerja dalam pekerjaan dan jabatannya berdasarkan jumlah tahun kerja yang telah dilalui seorang pengelola dana BOK sejak diangkat menjadi pegawai sampai saat ini yang dapat membantu pekerjaan yang dilakukan. Lama kerja pengelola dana BOK berbeda -  beda, lama kerja < 5 tahun biasanya didominasi oleh pegawai baru yang belum memiliki pengalaman kerja, masih membutuhkan bimbingan dan arahan dalam pekerjaannya. Lama kerja 6- 20 tahun biasanya didominasi oleh pegawai yang sudah memiliki pengalaman kerja yang cukup baik, memiliki ketrampilan kerja yang baik dan mampu berupaya untuk melakukan pekerjaan sendiri. Sedangkan pegawai yang memiliki lama kerja > 20 tahun biasanya didominasi pegawai yang memasuki masa pensiun, mempunyai pengalaman kerja yang dapat dibagikan kepada pegawai yang lebih muda.
2.2.4.2.  Pendidikan Formal
Ahmadi (1991) mengatakan pendidikan formal adalah usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun dengan cara tidak langsung untuk membantu seseorang dalam perkembangan mencapai kedewasaannya. Ihsan (2001) mengatakan tingkat pendidikan formal adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan bahan pelajaran dan cara penyajian bahkan pengajaran.
Danim (2004) salah satu kriteria sumber daya manusia yang berkualitas memiliki kemampuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan memiliki kualitas pendidikan yang relevan dengan memperhatikan dinamika lapangan kerja. Dalam sistem pendidikan nasional jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 
Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal adalah jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh seorang pengelola dana BOK yang relevan dengan pekerjaannya untuk membantu pekerjaan yang dilakukan. Jenjang pendidikan formal pengelola dana BOK puskesmas bervariasi antara lain SMA/SPK didominasi oleh pegawai yang telah beumur tua dan memiliki masa kerja lama, memiliki banyak pengalaman kerja,  berasal dari Sekolah Perawat Kesehatan, berpendidikan Diploma I didominasi oleh bidan, berpendidikan Diploma III berasal dari DIII keperawatan, DIII Kebidanan, DIII Kesehatan lingkungan, DIII Farmasi, DIII perawat gigi, DIII Gizi sedangkan yang berpendidikan sarjana berasal dari sarjaana kesehatan masyarakat dan sarjana lainnya yang bukan berlatar kesehatan.
2.2.4.3.  Pengetahuan tentang BOK
Hodgetts dan Kuratko (1988) salah satu dimensi untuk melakukan penilaian kinerja meliputi pengetahuan kerja (job knowledge) yaitu kejelasan pemahaman atau luasnya pengetahuan yang berhubungan dengan pekerjaan dan ketrampilan. Raharjo (1999) mengatakan kualitas sumber daya manusia ditentukan juga oleh kadar pengetahuannya terhadap pekerjaan yang akan dilakukan. Sedangkan menurut Danim (2004) mengatakan salah satu ciri sumber daya manusia yang berkualitas adalah memiliki kualitas pengetahuan yang baik sesuai dengan dinamika lapangan kerja.
Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang BOK adalah Kemampuan seorang pengelola dana BOK Puskesmas untuk mengetahui, memahami dan melaksanakan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan buku petunjuk teknis BOK dan peraturan terkait lainnya yang diperoleh dari hasil belajar diluar sekolah formal. Pengetahuan kerja dari pengelola dana BOK diperoleh melalui buku petunjuk pelaksanaan BOK dan peraturan terkait lain mengenai pengelolaan dana BOK secara baik dan benar, pelayanan konsultasi, pendidikan dan pelatihan dan pembinaan dan pengawasan.
2.2.4.4. Pengalaman mengikuti Pendidikan dan Pelatihan terkait BOK
Mathis dan Jakson (2001) mengatakan kinerja seseorang dipengaruhi pendidikan dan pelatihan yang merupakan suatu proses memberikan karyawan pengetahuan dan ketrampilan yang lebih spesifik yang dapat diidentifikasi untuk digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Sedangkan menurut Pangabean (2004) mengatakan bahwa pelatihan sebagai suatu cara yang digunakan untuk memberikan atau meningkatkan ketrampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan sekarang sedangkan pendidikan lebih berorientasi kepada masa depan dan lebih menekankan pada peningkatan kemampuan seseorang untuk memahami dan menginterprestasikan pengetahuan. 
Pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengalaman pendidikan dan pelatihan terkait BOK adalah kegiatan yang pernah diikuti oleh seorang pengelola dana BOK untuk menambah pengetahuan dan ketrampilannya secara spesifik dalam pekerjaan mengelola dana BOK disaat ini maupun dimasa yang akan datang. Pendidikan dan pelatihan terkait BOK dilakukan oleh pengelola program BOK Kabupaten 3 kali dalam satu tahun anggaran BOK, peserta yang diundang untuk mengikuti kegiatan dimaksud adalah seluruh pengelola dana  BOK Puskesmas.
2.2.5. Karakteristik  Kualitas Spiritual Sumber daya Manusia
2.2.5.1. Kesetiaan kerja
Greenberg dan Baron (2000) menyatakan bahwa, kesetiaan kerja adalah suatu status psikologis yang menandai hubungan karyawan dengan organisasi, dan mempunyai implikasi dalam menentukan keputusan untuk melanjutkan keanggotaan didalam organisasi. Sedangkan Hasibuan (2005) mengemukakan bahwa kesetiaan kerja merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam penilaian karyawan yang mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatannya dan organisasi.
Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kesetiaan kerja adalah sikap dan tindakan yang ditunjukkan seorang pengelola dana BOK dengan bekerja selalu taat dan patuh pada arahan tim pengelola program dan petunjuk pelaksanaan BOK dan pada berbagai ketentuan dan peraturan yang terkait dalam bekerja. Kesetiaan kerja pengelola dana BOK ditunjukan dengan bekerja selalu berpedoman pada buku petunjuk teknis BOK  dan peraturan lain seperti standar biaya umum dari kementrian keuangan dan peraturan daerha (perda) tentang pengelolaan keuangan Negara.
2.2.5.2.  Tanggung jawab Kerja
Hodgetts dan Kuratko (1988) tanggung jawab kerja adalah kesadaran yang dapat dipercaya dalam kehadiran, kesungguhan, kebersamaan dalam penyelesaian pekerjaan.Harahap (1997) mengatakan salah satu ciri sumber daya manusia yang berkualitas adalah memiliki rasa tanggung jawab pribadi pada pekerjaan yang dilakukan.
Sastrohadiwiryo (2001) mengatakan bahwa tanggung jawab kerja adalah kesanggupan seorang tenaga kerja dalam menyelenggarakan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani memikul resiko melaksankan atas keputusan yang diambil atau tindakan yang telah dilakukan. Danim (2004) mengatakan salah satu ciri sumber daya manusia yang berkualitas adalah memiliki kualitas spiritual yaitu memiliki rasa tanggung jawab pada pekerjaan yang dilakukan.
Pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab kerja adalah kesadaran yang dapat dipercaya dari seorang pengelola dana BOK untuk hadir dan bersama – sama melaksanakan tugas dengan baik; mampu mempertanggungjawabkan pekerjaan; sanggup menanggung resiko akibat pekerjaan yang dilakukan dan menyimpan dengan baik semua dokumen pertanggung jawaban BOK.  Seorang yang memiliki tanggungjawab kerja yang baik jika dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu, selalu menyimpan atau memelihara hasil kerja dengan sebaik baiknya, mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi  dan tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang lain.
2.2.5.3.  Kerja Sama
Sastrohadiwiryo (2001) mengatakan bahwa kerjasama adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk bekerja bersama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan. Tracy (2006) menyatakan bahwa kerja sama merupakan kegiatan yang dikelola dan dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam satu organisasi yang memiliki perbedaan keahlian sehingga dijadikan kekuatan dalam mencapai tujuan perusahaan. 
Pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kerja sama adalah kemampuan dari seorang pengelola dana BOK membangun kerja sama dengan rekan kerja, lintas sektor yang terkait dan masyarakat yang terkoordinir dengan baik untuk membantu proses kerja dan menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan. Kerja sama yang dilakukan pengelola BOK Puskesmas biasanya diawali dengan melakukan perencanaan kegiatan dengan melibatkan rekan kerja pengelola program di puskesmas dan lintas sektor  terkait seperti peranngkat Kecamatan, Kelurahan, Desa dan para RT,RW dan Kepala Dusun serta penyuluh KB dari Kantor BKKBN dan masyarakat di lokasi kegiatan dalam kegiatan Musyawarah Masyarakat Desa dan  Survei Mawas Diri dan mini lokakarya tingkat Kecamatan. Dalam pertemuan dibuat perencanaan, masalah yang ada dan solusi pemecahan dan diakhiri dengan membuat kesepakatan – kesapakatan untuk dilakukan. Manfaat kerja sama yang terkorrdinir dengan baik akan mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam upaya memperbaiki, untuk memberikan kewenangan untuk mengatur pekerjaan yang dilakukan, menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan.
Manfaat kerja sama bagi individu antara lain  pekerjaan lebih bervariasi, lebih banyak kebebasan untuk membuat dan menindaklanjuti keputusan yang benar, meningkatkan kesempatan untuk mempelajari keahlian baru, meningkatkan komitmen terhadap keputusan yang diambil, meningkatkan produktivitas tim kerja, lebih fleksibel dalam operasional kerja, meningkatkan rasa tanggungjawab.
2.2.5.4.  Kejujuran Kerja
Harahap (1997) mengatakan salah satu ciri sumber daya manusia yang berkualitas adalah memiliki iman dan taqwa;  morolitas yang baik dan sikap yang jujur dalam bekerja. Sastrohadiwiryo (2001) mengatakan bahwa kejujuran kerja adalah ketulusan hati seorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan serta kemampuan untuk tidak menyalahkangunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya. Sedangkan Danim (2004) mengatakan salah satu ciri sumber daya manusia yang berkualitas adalah memiliki kualitas spiritual yaitu memiliki kejujuran yang dilandasi kesamaan antara pikiran, perkataan dan perbuatan . 
Pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kejujuran kerja adalah ketulusan hati dan keberanian seorang pengelola dana BOK untuk menyajikan fakta – fakta apa adanya dari hasil kerja dan tidak melakukan rekasaya fakta yang ada serta mau mengakui dan menerima kesalahan yang diperbuat dalam mengelola dana BOK, serta tidak melemparkan kesalahan yang dibuat pada orang lain. Sikap jujur seorang pengelola BOK Puskesmas ditunjukkan dengan membuat laporan sesuai dengan fakta-fakta yang dihasilkan dan tidak melakukan rekayasa fakta tersebut, mengakui kesalahan yang dibuat dan tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dibuat. 
2.3. Dukungan Organisasi
2.3.1. Pengertian Dukungan Organisasi
Shaametal (1999) mengatakan dukungan organisasi yang positif dari pimpinan dan segenap pegawai akan menciptakan situasi kerja yang kondusif. Dengan mendapatkan dukungan tersebut kinerja anggota akan terpacu untuk lebih baik. Selain itu dukungan juga memunculkan semangat para tim pekerja sehingga mereka dapat saling mempercayai dan saling membantu serta adanya hubungan baik antar pekerja di dalam lingkungan kerja. Flippo (2000)  mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah motivasi kerja, kepuasan kerja, gaya kepemimpinan, iklim kerja, dukungan organisasi, disiplin kerja, motivasi dan kemampuan  karyawan. Perlakuan-perlakuan dari organisasi yang diterima oleh karyawan ditangkap sebagai stimulus yang diorganisir dan diinterpretasikan menjadi persepsi atas dukungan organisasi.
Mathis dan Jackson (2001) mengatakan dukungan organisasi adalah dukungan yang diterima seorang pegawai dari organisasinya berupa pelatihan, peralatan, harapan-harapan dan tim kerja yang produktif. Sedangkan Flippo (2002) menyatakan dukungan organisasi adalah bantuan dari penerapan teknologi dan manusia melaksanakan fungsi atau tugas yang menuntun kepada tercapainya sasaran yang ditentukan secara rasional. Persepsi ini akan menumbuhkan tingkat kepercayaan tertentu dari karyawan atas penghargaan yang diberikan organisasi terhadap kontribusi mereka (valuation of employees. contribution) dan perhatian organisasi pada kehidupan mereka (care about employees. well-being).
Eisenberger (1986) mengatakan persepsi dukungan organisasi mengacu pada persepsi karyawan mengenai sejauh mana organisasi menilai kontribusi, memberi dukungan, dan peduli pada kesejahteraan mereka. Tingkat kepercayaan karyawan terhadap dukungan organisasi ini akan dipengaruhi oleh evaluasi mereka atas pengalaman dan pengamatan tentang cara organisasi memperlakukan karyawan-karyawannya secara umum.
Pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa persepsi dukungan organisasi adalah pendapat pengelola dana BOK Puskesmas mengenai sejauh mana pengelola program BOK Kabupaten memberi kontribusi dan dukungan secara baik, serta peduli  pada pengelolaan dana BOK yang sedang dilakukan. Dukungan organisasi yang diberikan diharapkan secara baik dan adil sehingga semua pengelola dana BOK Puskesmas bisa merasakan dan memanfaatkan dukungan tersebut untuk mendukung pekerjaan.
2.3.2. Faktor yang mempengaruhi Dukungan Organisasi
Mathis dan Jackson (2001) mengatakan dukungan organisasi yang mempengaruhi kinerja antara lain; (1) Pelatihan adalah sebuah proses dimana orang mendapatkan kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Dalam pengertian terbatas, pelatihan memberikan karyawan pengetahuan dan ketrampilan yang spesifik dan dapat di identifikasi untuk digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini, (2) Peralatan dan teknologi merupakan perkakas/perlengkapan  yang disediakan oleh perusahaan untuk menunjang proses kerja. Untuk mendapatkan kinerja yang baik dari karyawannya, maka sebuah perusahaan harus mempunyai peralatan  dan teknologi yang mendukung karyawan tersebut telah bekerja keras, (3) Standar kerja adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator - indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tingkat yang diharapkan dari kinerja dan merupakan pembanding kinerja atau tujuan. Standar kinerja yang realistis, dapat diukur, dipahami dengan jelas akan bermanfaat baik bagi organisasi maupun karyawannya, (4) Manajemen merupakan proses dalam membuat perencanaan, pengorganisasian, mengendalikan dan memimpin berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran, (5) Insentif merupakan kompensasi khusus yang diberikan untuk memotivasi kinerja, (6) Rekan kerja adalah pola hubungan interaksi yang terjalin antara individu dengan individu lain, hubungan antara dua atau lebih individu manusia dan perilaku individu yang satu mempengaruhi, mengubah dan memperbaiki, membantu kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, antara individu yang berinteraksi senantiasa merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi secara timbal balik pula.
Kraimer (2001) membagi dukungan organisasi dalam dua bentuk yaitu; (1) Dukungan intrinsik meliputi : Gaji, Tunjangan, Bonus; dan Dukungan ekstrinsik meliputi : Perhatian, Pujian, Penerimaan, Keakraban, Informasi, dan  Pengembangan diri.
Dukungan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten dalam hal ini pengelola program BOK kepada Pengelola dana BOK Puskesmas dalam bekerja meliputi dukungan sarana dan prasarana; dukungan standar kerja; dukungan insentif; dukungan pelayanan konsultasi; dan dukungan pembinaan dan pengawasan yang diberikan selama pelaksanaan BOK.
2.3.3. Karakteristik Faktor Dukungan Organisasi
2.3.3.1.  Sarana dan Prasarana
Mathis dan Jackson (2001) mengatakan bahwa sarana dan prasarana adalah peralatan dan teknologi merupakan perkakas/ perlengkapan yang disediakan oleh perusahaan untuk menunjang proses kerja. Hartanto (2005) mengatakan karakteristik sarana dan prasarana yaitu mempunyai bentuk fisik yang pakai atau digunakan secara aktif dalam kegiatan normal perusahaan; mempunyai jangka waktu kegunaan atau umur relatif permanent dari satu periode akuntansi atau lebih dari satu tahun, dan memberikan manfaat dimasa yang akan datang. menurut Lupiyaodi (2006) mengatakan sarana dan prasarana adalah fasilitas kerja pendukung dalam aktivitas perusahaan berbentuk fisik dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, memiliki jangka waktu kegunaan yang relatif permanen dan memberikan manfaat untuk masa yang akan datang.
Mulyani (2008) mengatakan sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana lebih ditujukan untuk benda – benda yang bergerak seperti komputer dan mesin – mesin. Sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda – benda tidak bergerak seperti gedung; ruang dan tanah. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dan memiliki kualitas yang baik sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam menyelenggarkan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana mustahil tujuan akan dicapai demikian juga dalam pengelolaan manajemen puskesmas, sarana yang mendukung berupa komputer, sedangkan prasarana berupa alat tulis kantor dan bahan kontak penyuluhan dan fasilitas kesehatan yang memadai. 
Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana adalah fasilitas pendukung kerja dalam bentuk fisik, yang dapat dipergunakan dalam waktu lama untuk mendukung aktivitas dalam pengelola dana BOK yang memberikan manfaat untuk masa yang akan datang antara lain ketersedian komputer, alat tulis kantor dan bahan kontak penyuluhan seperti plakat/poster tentang kesehatan untuk menunjang tugas responden  dalam bekerja. 
Sarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana BOK adalah komputer sebagai alat untuk membuat dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban dana BOK secara cepat, dokumen pelaksanaan kegiatan dalam bentuk soft copy dapat disimpan lama dan diperlukan sewaktu ada pemeriksaan dan juga membantu dalam sistim pelaporan dalam Sistim Aplikasi Instansi (SAI) pengelola program BOK Kabupaten. Sedangakan prasarana berupa alat tulis kantor yang dibutuhkan menunjang manajemen puskesmas dalam membuat laporan pertanggungjawaban dana BOK dan bahan kontak penyuluhan kesehatan seperti poster tentang kesehatan, plakat dan spanduk yang dapat digunakan pengelola untuk mempermudah pekerjaan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang kesehatan sehingga pelaksanan kegiatan BOK di masyarakat dapat dengan mudah diterima.
2.3.3.2.   Standar Kerja
Mathis dan Jackson (2001) mengatakan bahwa standar kerja merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan merupakan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Standar kinerja yang realistis, dapat diukur, dipahami dengan jelas akan bermanfaat baik bagi organisasi maupun karyawannya. Sedangkan Baridwan (2009) mengatakan standar kerja merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi. 
Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa standar kerja merupakan suatu pedoman kerja yang telah disusun sebagai prosedur kerja yang dapat diukur dan dipahami dengan jelas dan memberikan manfaat bagi pengelola dana BOK dalam bekerja. Standar kerja dalam pelaksanaan BOK meliputi buku petunjuk teknis pelaksanaan BOK dan peraturan lain terkait pengelola dan pemanfaatan dana BOK seperti Standar Biaya Umum (SBU), Peraturan Daerah (Perda) pengelola dana dan pencapaian target program. 
Buku petunjuk teknis pelaksanaan BOK  dengan jelas memuat tata cara pelaksanaan kegiatan BOK yang baik dan benar sesuai dengan aturan, tugas dan target cakupan program yang harus dicapai dalam pelaksanaan BOK. Buku petunjuk teknis BOK dan target cakupan BOK diubah sesuai hasil yang diperoleh dari evaluasi BOK yang dilakukan sehingga memudahkan pengelola dana BOK dalam bekerja.
2.3.3.3.   Insentif
Mathis dan Jackson (2001) mengatakan bahwa insentif merupakan kompensasi khusus yang diberikan untuk memotivasi kinerja dan  mendorong para pegawai untuk bekerja dengan kemampuan optimal. Sedangkan menurut Mangkunegara (2002) mengatakan bahwa insentif adalah bentuk motivasi yang diberikan dalam bentuk uang atas dasar kinerja yang tinggi dan juga merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi terhadap kinerja karyawan dan kontribusi pada organisasi.  Pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa insentif adalah tambahan dana sebagai penghasilan yang diberi sesuai dengan beban kerja dari pengelola dana BOK sebagai motivasi untuk dapat bekerja lebih giat untuk meningkatkan kinerja mencapai target MDGs bidang kesehatan yang telah ditentukan.
Dana BOK tidak diperbolehkan untuk membayar insentif maka pemberian insentif  berasal dari mata anggaran lain selain BOK. Tujuan Pemberian insentif antara lain : mempertahankan pegawai yang trampil, cakap dan memiliki loyalitas tinggi terhadap pekerjaan; mempertahankan dan meningkatkan moral pegawai yang ditunjukkan menurunya tingkat perputaran dan absensi pegawai; meningkatkan produktivitas kerja; meningkatkan standar kehidupan pegawai; dan meningkatkan semangat kerja pegawai.
Siagian (2002) membagi jenis – jenis insentif antara lain; (1) Piece work, yaitu teknik yang digunakan untuk mendorong kinerja pegawai berdasarkan hasil kerja pekerjaan pegawai yang dinyatakan dalam jumlah unit produksi, (2) Bonus adalah insentif yang diberikan kepada pagawai yang mampu bekerja sedemikian rupa sehingga tingkat produksi yang baku terlampau, (3) Komisi adalah bonus yang diterima karena berhasil melaksanakan tugas, (4) Insentif bagi eksekutif adalah insentif yang diberikan pada pegawai khusus yang memiliki kedudukan tinggi di perusahaan, (5) Kurva kematangan adalah insentif yang diberikan kepada pegawai karena masa kerja dan golongan pangkat, dan Rencana insnetif kelompok yaitu insentif yang diberikan kepada kelompok dalam perusahaan yang mampu bekerja sama.
2.3.3.4.   Pelayanan Konsultasi
Suwito (1985) mengatakan bahwa pelayanan konsultasi merupakan proses pertukaran pendapat yang melibatkan para anggota sebuah profesi khusus atau berhubungan dengan profesi tertentu. Sedangkan menurut Marsudi (2004) pelayanan konsultasi merupakan proses pemberian bantuan dalam upaya mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh orang/organisasi tertentu.
Pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan konsultasi adalah proses pemberian bantuan oleh pengelola program kepada pengelola BOK Puskesmas melalui pertukaran pendapat mengenai pekerjaan yang dilakukan secara rutin dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pengelola BOK Puskesmas.
Konsultasi BOK dilakukan setiap bulan dan diharapkan dapat membantu pengelola dana BOK Puskesmas untuk mengetahui kesalahan dan memperbaikinya sesuai arahan, bimbingan, saran dan solusi yang tepat dari pengelola program BOK Kabupten. Proses pelayanan konsultasi menggunakan bahasa yang santun, sabar agar pengelola BOK puskesmas merasa nyaman dan dapat memahami secara tepat hal yang dikonsultasikan. 
2.3.3.5.   Pembinaan dan pengawasan tim pengelola program
Merill dan Twitchell (1994) mengatakan bahwa pembinaan merupakan suatu usaha vang dilaksanakan berdasarkan perencanaan tertentu agar pengetahuan, sikap dan keterampilan sasaran pembinaan (subyek) dapat meningkat sedangkan Hasibuan (2003) mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses penentuan standar yang harus dicapai dalam pelaksanaa, menilai pelaksanaan dan jika perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan standar.
Mathis dan Jakcson (2006) mengatakan bahwa pembinaan dan pengawasan merupakan proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar kerja untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan sebagai umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan.
Pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan pengawasan oleh tim pengelola program adalah merupakan usaha terstruktur yang direncanakan secara baik dan rutin dilakukan oleh pengelola program untuk memantau dan menilai hasil kerja serta memberikan pemahaman untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta merubah sikap pengelola BOK Puskesmas dan melakukan perbaikan – perbaikan  sebagai umpan balik pelaksanaan BOK yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 
Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pengelola program BOK harus dilakukan secara baik dan rutin sesuai jadwal kepada seluruh pengelola dana BOK Puskesmas dapat dilakukan secara berkelompok atau dengan mengunjungi setiap puskesmas untuk melakukan bimbingan teknis BOK  dan dilakukan sebanyak 4 kali dalam satu tahun anggaran BOK.
2.4. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan
Kajian penelitian yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini : 
Tabel 2.1. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan
	

	No
	Nama Peneliti dan Tahun  
	Judul  dan Hasil Penelitian

	1
	Rita Nurcahyani (2011)
	1. Judul : Implementasi kebijakan BOK di Kabupaten Bandung Barat.
2. Hasil penelitian : Kebijakan BOK termasuk good policy, hal ini dapat dilihat dari tujuan dan ukuran kebijakan tersebut realistis dan berada di tingkat pelaksana kebijakan, tetapi dalam implementasinya termasuk dalam unsuccesfull implementation karena tidak berdampak pada peningkatan cakupan program puskesmas secara signifikan

	2
	Arief Syamsul Bahar  (2011)
	1. Judul : Peran Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana dalam Pembinaan Dan Pengawasan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan Jamkesmas dan Jampersal
2. Hasil penelitian :Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana belum optimal dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Implementasi Kebijakan BOK, Jamkesmas dan Jampersal.

	3
	Asmaripa Ainy (2011)
	1. Judul : Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan
2. Hasil penelitian :pelaksanaan BOK di Ogan Ilir mengacu pada kebijakan dari kementerian kesehatan RI dan ditindaklanjuti dengan kebijakan dari Dinas Kesehatan.

	4
	Handry Mulyawan (2011)
	1. Judul : Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan di Dinas Kesehatan (Studi Kasus di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong Tahun 2011)
2. Hasil penelitian : Dinas kesehatan telah berperan optimal dalam manajemen keuangan dan manajemen program dilihat dari fungsi manajemen yang meliputi Planning, Organizing, dan Controling namun karena keterbatasan dan keterlambatan turunnya dana fungsi manajemen Actuating belum bisa berjalan secara optimal. Program BOK dipandang sebagai suatu kebijakan yang perlu dipertahankan, dengan catatan diperlukannya beberapa perbaikan terutama mekanisme penyalurandana yang cepat dan mudah dipertanggungjawabkan, meskipun belum terjadi peningkatan cakupan program.

	5
	Mariane Evelyn Pani (2011)
	1. Judul : Evaluasi Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan di Tiga Puskesmas Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011
2. Hasil penelitian :Implementasi kebijakan BOK di puskesmas disesuaikan dengan juknis BOK untuk tertib administrasi, untuk kelengkapan SPJ tanpa memperhatikan dampak bagi masyarakat.keterlambatan dana di puskesmas disebabkan dana yang diberikan terlambat sampai ke tingkat kabupaten dan keterlambatan dalam memasukan POA sehingga kegiatan di puskesmas dijalankan dengan sistem pinjam. Peran kepala puskesmas belum optimal dalam sosialisasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan BOK di puskesmas. Kebijakan BOK tidak berdampak pada peningkatan program secara signifikan yang disebabkan kurangya  SDM dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan BOK.

	6
	Dasmar (2011)
	1. Judul : Studi Evaluasi Program Dana Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Luwu
2. Hasil penelitian : (1)Pelaksanaan program Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada tahap input: Menyangkut Kebijakan SDM / tenaga pengelola, Buku Pedoman/Juknis Sasaran program pada umumnya sudah memadai kecuali menyangkut dana pada umumnya Puskesmas mengangkap masih perlu ditingkatkan jumlah serta perlu pembinaan proses pertanggung jawaban yang masih perlu pembimbingan dan penyederhanaan pelaporan, (2)  Pelaksanaan program Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada tahap proses : yang menyangkut Perencanaan, Pengorganisasian Pelaksanaan, Pelaporan Pemantauan atau monitoring pada umumnya sudah berjalan sesuai juknis kecuali perencanaan masih perlu penekanan kepada kepala Puskesmas agar membuat perencanaan sesuai analisa masalah, hal tersebut tidak terlepas dari pengawasan oleh Dinas Kesehatan belum berjalan maksimal, (3) Pelaksanaan program Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada tahap output: menyangkut Terlaksananya program bantuan operasional kesehatan dan Tercapainya cakupan program, jika dilihat dari hasil cakupan sebelum ada BOK menunjukkan bahwa terjadi peningkatan cakupan akan tetapi kalau kita bandingkan dengan target SPM 2015 belum tercapai dengan demikian program Dana Bantuan Operasional Kesehatan kedepan diperlukan evaluasi berkala pertriwulan atau persemester guna mewujudkan capaian SPM 2015.

	7
	Ulma Putri Septyantie (2012)
	1. Judul : Hubungan Antara Realisasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan dengan Indikator Gizi Kia di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
2. Hasil penelitian : Realisasi Dana BOK berpengaruh positif dan signifikan terhadap cakupan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih /Pn dan realisasi dana BOK berpengaruh positif dan signifikan terhadap cakupan D/S.

	8
	Dominirsep Ovidius Dodo (2013)
	1. Judul : Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan
2. Hasil penelitian :Pelaksanaan kebijakan BOK di Daerah DTPK belum menghasilkan dampak yang signifikan bagi peningkatan kinerja sistem kesehatan di daerah. Di tingkat pusat, diperlukan adanya evaluasi secara mendalam dan sistematis terkait mekanisme pengalokasian dana BOK ke daerah. Di tingkat daerah, diperlukan perbaikan yang signifikan pada sisi input, proses perencanaan dan mekanisme pengawasan untuk Puskesmas dan Dinas Kesehatan - yang sifatnya integratif -sehingga implementasi kebijakan BOK ini nantinya dapat memberi dampak berarti bagi peningkatan kinerja sistim kesehatan daerah.

	9
	Oka Beratha 
(2013)
	1. Judul : Hubungan Karakteristik, Motivasi dan Dana BOK dengan Kinerja Petugas KIA Puskesmas di Kabupaten Gianyar.
2. Hasil Penelitian : Variabel berhubungan secara bermakna dengan kinerja petugas adalah pelatihan, motivasi dan dana BOK. Variabel umur, lama kerja dan pendidikan tidak berhubungan dengan kinerja petugas. Diharapkan kepada kepala dinas kesehatan membuat kebijakan tentang upaya peningkatan kapasitas petugas KIA puskesmas melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan serta pemberian bimbingan teknis program KIA secara berkala. Kepala puskesmas diharapkan dapat menciptakan suasana kerja yang mampu mendorong kemauan atau motivasi petugas KIA bekerja lebih baik dan mengalokasikan dana BOK betul-betul sesuai dengan kebutuhan program KIA.

	10
	Muh. Imam Maulana Parawansa (2014)
	1. Judul : Evaluasi Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Jeneponto.
2. Hasil penelitian : menunjukkan pelaksanaan program dana BOK di Kabupaten Jeneponto sudah berjalan dengan baik yang terlihat dari aspek kebijakan yang sudah mengeluarkan dana BOK dengan tepat, aspek Sumber Daya Manusia yaitu tenaga pengelola dana BOK telah sesuai dengan pedoman. Aspek pengorganisasian memiliki tenaga pelaksana yang berbeda serta dari aspek pengawasan dilakukan pemerintah setiap tahun secara periodik sehingga pada aspek pelaporan menjadi baik

	
	
	





2.5. Kerangkan Konsep dan Kerangka Berpikir Penelitian
2.5.1. Kerangka Konsep
Kerangka Konsep yang dipakai sebagai dasar dalam membuat pembuatan kerangka berpikir dalam penelitian ini  antara lain :
1.  (
Sumber Individu sendiri
 : 
kelemahan intelektual, kelemahan psikologis, kelemahan fisikologis, demotivasi, faktor personalitas, keusangan atau ketuaan,
 
preparasi posisi,
 
disoreiantasi nilai
)W.B Castetter (1981)


 (
Kinerja Individu 
(Performanced) 
) (
Sumber dari tempat kerja
 
: 
antara lain sistim organisasi, peranan organisasi, kelompok- kelompok dalam organisasi, perilaku yang berhubungan dengan pengawasan, budaya organisasi
)


 (
Sumber lingkungan eksternal
 
: 
antara lain  keluarga, kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi hukum, nilai- nilai sosial, pasar kerja, perubahan teknologi, perkumpulan – perkumpulan organisasi, peranan organisasi, kelompok- kelompok dalam organisasi, perilaku yang berhubungan dengan pengawasan
)



2.  (
Kualitas fisik dan kesehatan meliputi
:  
kesehatan yang baik serta kesegaran jasmani
, 
memiliki postur tubuh yang baik 
dan 
memiliki tingkat kehidupan yang layak dan manusiawi.
)Sudarwan Damin  (2004)


 (
Sumber Daya Manusia yang berkualitas
) (
Kualitas intelektual meliputi
 : pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi
, 
kualitas pendidikan yang relevan dengan dinamika lapangan kerja, memiliki penguasaan bahasa; memiliki pengalaman dan ketrampilan di bidang
 ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang sesuai dengan tuntutan industrialisasi
)


 (
kualitas spiritual meliputi
 :
 
taat menjalankan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 
semangat yang tinggi dan kejuangan yang tangguh baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat; 
memiliki kejujuran 
yang dilandasi kesamaan antara pikiran, perkataan dan perbuatan serta tangung jawab
)


3. Robert L Mathis dan John H Jackson, (2006)
 (
Kemampuan 
(Ability)
 
Bakat
Minat
Inovasi
faktor keperibadian
)


 (
U
saha
 
(effort) :
Motivasi
etika kerja
kehadiran
rancangan tugas
)
 (
Kinerja Individu 
(Performanced) 
)



 (
Dukungan 
(Support):
 
Pelatihan dan Pengembangan
 Alat dan Teknologi, 
Standar Kerja
 Manajemen 
Rekan  Kerja
)




2.5.2. Kerangka Berpikir Penelitian
Castetter (1981) menyatakan sumber utama yang mempengaruhi kinerja individu adalah berasal dari sumber individu itu sendiri, sumber dari tempat kerja dan sumber lingkungan eksternal. Sudarwan Damin  (2004) mengatakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas harus memiliki kualitas fisik; kualitas intelektual dan kualitas spiritual sedangkan Mathis dan Jackson (2006) mengatakan sumber yang mempengaruhi kinerja individu adalah kemampuan, usaha dan dukungan. Oleh karena itu dalam peneltian ini peneliti mencoba untuk melihat aspek kualitas sumber daya manusia sebagai keterwakilan dari faktor sumber individu; kemampuan; usaha meliputi kualitas fisik; kualitas intelektual dan kualitas spiritual sedangkan faktor sumber tempat kerja dan dukungan diwakilkan oleh aspek dukungan organisasi yang diduga kuat mempengaruhi kinerja seseorang. Atas dasar tersebut diatas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini seperti pada Gambar 2.2
Gambar 2.2.  Kerangka Berpikir Penelitian  (Modifikasi dari Teori                    W.B. Castetter, 1981, Sudarwan Damin, 2004  dan   Mathis dan Jackson 2006)
 (
Kualitas Fisik :
Umur
Pendapatan
)

 (
Kinerja Pengelola dana BOK
 
Puskesmas
 
)

 (
Kualitas Sumber Daya Manusia
) (
Kualitas Intelektual :
Lama Kerja
Pendidikan Formal
Pengetahuan tentang BOK
Pengalaman Pendidikan 
d
an Pelatihan
 
 
terkait 
BOK
)
					

						
 (
Kualitas Spritual :
Kesetiaan kerja
Tanggung jawab kerja
Kerja sama
Kejujuran 
kerja
)



 (
Persepsi Dukungan Organisasi :
Sarana dan Prasarana
Standar kerja
Insentif
Pelayanan konsultasi
Pembinaan dan pengawasan Tim Pengelola Program
)




	
 Keterangan
 (
: Variabel Dependen
) (
: Variabel Independen 
yang diteliti
)




2.6.   Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran yang ada maka hipotesis dapat diuji dari penelitian ini adalah :
1. Ada hubungan yang signifikan antara faktor kualitas fisik sumber daya manusia yaitu  umur dan pendapatan dengan kinerja pengelola dana BOK Puskesmas di Kabupaten Alor.
2. Ada hubungan yang signifikan antara faktor kualitas intelektual sumber daya manusia yaitu lama bekerja, pendidikan formal, pengetahuan tentang BOK, pengalaman mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait BOK dengan kinerja pengelola dana BOK Puskesmas di Kabupaten Alor.
3. Ada hubungan yang signifikan antara faktor kualitas spritual sumber daya manusia yaitu kesetiaan kerja, tanggung jawab kerja, kerja sama dan  kejujuran kerja dengan kinerja pengelola dana BOK Puskesmas di Kabupaten Alor.
4. Ada hubungan yang signifikan antara faktor persepsi dukungan organisasi yaitu sarana dan prasarana, standar kerja, insentif, pelayanan konsultasi, pembinaan dan pengawasan tim pengelola program dengan kinerja pengelola dana BOK Puskesmas di Kabupaten Alor.
5. Ada hubungan yang signifikan antara faktor kualitas fisik; kualitas; intelektual; kualitas spiritual sumber daya manusia dan faktor persepsi dukungan organisasi dengan kinerja pengelola  dana BOK Puskesmas di Kabupaten Alor.
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